	Kronologis Sengketa Konfilik Pertanahan antara PT. KJW dengan Sdr. Syahrun dkk.

	Hari/ Tanggal
	:
	Rabu / 6 Desember 2023

	Pimpinan Rapat 
	
	

	Ketua
	:
	Asisten Pemerintahan dan Kesra

	Sekretaris
	:
	Kepala Bagian Pemerintahan

	Notulen
	:
	Analis Pemerintahan Umum dan Otda

	Peserta Rapat
	:
	1. DPUPRP
2. Distanhorbun

3. KPH Kabupaten Tanah Laut

4. KPH Kec. Kintap

5. Sekretaris Camat Kintap


1. Rapat hari kamis, tanggal 27 Januari 2022 dari Penyampaian sdr. Syahrun cs menyampaikan bahwa masalah ini telah dimediasi pada hari rabu tanggal 15 januari 2020, hasil dari mediasi saat itu adalah kesepakatan dari Bapak Bupati dan Kapolres meminta kepada Sdr. Sahrun hanya 275 Ha, jika pihak Sdr. Sahrun menyetujui permintaan dari Bapak Bupati dan Kapolres, maka Bapak Bupati akan menyampaikan permintaan ini kepada PT. KJW. Jika PT. KJW menolak maka beliau akan memaksa. Hal ini bukan konflik yang baru, atas dasar kesepakatan ini maka pihak Sdr Sahrun membuka portal dan membongkar pondok yang telah mereka bangun. Menurut pihak Sdr Sahrun dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan menyelesaikan masalah ini dengan pihak PT. KJW. Namun sampai sekarang tidak ada kabar. Itu alasan mengapa mereka kembali menutup portal. Pihak Sdr. Sahrun menghendaki agar PT. KJW dapat mengambil keputusan hari ini, jika tidak bisa maka pihak Sdr Sahrun tidak akan lanjut. Lokasi yang di klaim pihak Sdr. Sahrun adalah diluar HGU dan sebagaian masuk kawasan hutan. Mereka tidak pernah dapat plasma dan lahan 800 Ha belum pernah di ganti rugi oleh perusahaan PT. KJW.
Menurut Sdr. Sahrun dalam aturan Permenpan bahwa setiap perusahaan yang berdomisili disekitar wajib memberi lahan 20% untuk plasma kepada masyarakat sekitarnya. Lahan 275 Ha itu adalah lahan bantuan dari Depertemen Sosial untuk cadangan pertanian. Kegiatan masyarakat saat ini adalah memberondol, akibat dari kegiatan itu masyarakat dianiaya atas perintah dari pihak PT. KJW. Pada saat pertemuan itu PT. KJW tidak hadir hanya masyarakat dan forkopimda.
2. Kemudian dilaksanakan rapat mediasi tuntutan kelompok masyarakat kecamatan Kintap oleh DPUPRP yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Camat Kintap Nomor : 300/60/Trantib/I/2022 perihal permohonan mediasi atas tuntutan kolompok masyarakat Kecamatan Kintap, terhadap PT. KJW Kintap pada aksi demonstrasi yang diketuai oleh Sdr. Syahrus dkk pada hari senin tanggal 24 januari 2022.
3. Terkait tuntutan Sdr. Syahrun dkk telah dilakukan peninjauan lapangan tanggal 2 Pebruari 2022.
Hasil pengukuran lahan oleh oleh Tim mediasi atas lahan yang diklaim oleh kelompok masyarakat (Syahrun dkk) pada kebun sawit yang dikelola oleh PT. KJW kintap luasannya ± 1.106 Hektar, indikasi masuk HGU ± 259 hektar, sisanya masuk dalam kawasan hutan produksi, sudah ada peta kadastral dan IUP.
4. Kemudian dilanjutkan rapat kembali tanggal 9 Pebruari 2022, 11 Pebruari 2022 dan tanggal 17 Pebruari 2022.
5. Sampai Sekarang Pemkab. Tanah Laut tidak menerima adanya bukti tentang kepemilikan lahan sengketa 275 Ha, baik dari Sdr. Syahrun dkk maupun dari PT. KJW.
6. Jika tidak menemui kesepakatan Sengketa Konfilik Pertanahan antara    PT. KJW dengan Sdr. Syahrun dkk dipersilahkan menempuh jalur hukum.
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